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Village autonomy is one of the urgencies for village 

government. This is in line with the reform mandate which 

emphasizes the spirit of regional autonomy. Village autonomy 

is expected to increase village independence. The legal issue in 

this research is the legal vacuum related to the regulation of 

village autonomy. This study aims to construct the idea of 

regional autonomy within the framework of the Unitary State 

of the Republic of Indonesia. This research is a juridical-

normative research with three legal materials, namely primary 

legal materials including: the 1945 Constitution of the Republic 

of Indonesia, the Village Law, and the Regional Government 

Law. Secondary legal materials include books, websites, and 

journal articles related to legal issues. Non-legal materials 

include language dictionaries and legal dictionaries. The results 

of this study confirm that the idea of village autonomy in the 

Unitary State of the Republic of Indonesia must be positioned 

that village autonomy is "original autonomy" that must be 

given by the state to villages. Legal construction related to the 

idea of village autonomy is carried out by amending the 1945 

Constitution of the Republic of Indonesia by including the term 

village autonomy in the constitution, including village 

autonomy in the revision of the Village Law, as well as 

harmonizing and constructing village autonomy laws mutatis 

mutandis with the concept of regional autonomy. 
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1. PENDAHULUAN 

Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) merupakan suatu susunan kenegaraan yang 

mengimplementasikan sila persatuan Indonesia dalam Pancasila (Susanti, 2021). Dalam negara 

kesatuan, peran pemerintah menjadi penting dan sentral meski begitu tetap menjamin eksistensi 

pemerintahan daerah dan lokal beserta ciri khasnya (Muksinin, 2020). Ketentuan mengenai Indonesia 

sebagai negara kesatuan dipertegas dalam Pasal 1 ayat (1) UUD NRI 1945 bahwa bentuk negara adalah 
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kesatuan. Bahkan, lebih tegas lagi dalam Pasal 37 ayat (5) UUD NRI 1945 dipertegas bahwa bentuk 

negara kesatuan tidak dapat menjadi objek dalam amandemen UUD NRI 1945 dan dikategorisasikan 

sebagai basic structure bagi Negara Indonesia. 

Bentuk negara kesatuan yang dianut oleh Indonesia didasarkan pada sejarah panjang untuk 

menjaga ekeistensi Negara Indonesia (ridwany, 2020). Negara kesatuan harus menjamin kearifan lokal 

serta otonomi di daerah maupun di institusi lainnya di tingkat bawah dalam hal ini pemerintahan desa.  

Pemerintahan desa merupakan pemerintahan yang didasarkan atas “local genius” bangsa 

Indonesia (Placeholder1) (Yusup, 2017). Hal ini dapat dipahami bahwa pemerintahan desa telah ada 

terlebih dahulu dibandingkan dengan keberadaan Negara Indonesia itu sendiri. UUD NRI 1945 hasil 

amandemen bahkan tidak menyebut secara expressive verbis mengenai kata “desa” atau yang 

sejenisnya. Hal ini menyiratkan pandangan bahwa pemerintahan desa luput dalam pengaturan dalam 

konstitusi. Padahal, sebagai the highest social contract document, konstitusi seharusnya juga memberikan 

pengaturan mengenai prinsip-prinsip pokok pemerintahan desa dalam konstitusi (Safa'at, 2018). 

Pengaturan mengenai pemerintahan desa diatur dalam UU No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa 

(selanjutnya disebut UU Desa). Berdasarkan Pasal 1 angka 1 UU Desa dijelaskan bahwa pada 

prinsipnya desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur 

dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa 

masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional. Hal ini menegaskan bahwa pemerintahan desa 

dengan berbagai karakteristiknya memerlukan aspek “otonomi” sebagaimana yang terdapat dalam 

pemerintahan daerah (Arofah, 2020). Salah satu aspek penting dalam pemerintahan desa adalah terkait 

dengan pengaturan desa. 

Pengaturan desa dalam pemerintahan desa dimaksudkan supaya desa menjadi subjek dari 

pembangunan sehingga setiap program negara maupun pemerintahan desa dapat menghasilkan 

manfaat sebanyak-banyaknya bagi masyarakat desa (Mustakim, 2015). Meski begitu, dalam Pasal 3 UU 

Desa telah luput dalam memasukkan otonomi sebagai asas dalam pengaturan desa. Hal ini berpotensi 

hanya mendudukkan pemerintah desa sebagai “bawahan” pemerintah pusat dan pemerintah daerah. 

Dengan tidak tercantumnya asas otonomi dalam pemerintahan desa tersebut maka desa telah 

“tereduksi” hanya sebagai institusi lokal yang hanya menunggu “instruksi” dari institusi di atasnya. 

Berdasarkan uraian tersebut, penulis dapat merumuskan permasalahan;  

1. Bagaimana otonomi desa di pemerintahan desa dalam Sistem Negara Kesatuan Republik 

Indonesia? 

2. Bagaimana Konstruksi Hukum otonomi desa di pemerintahan desa dalam Sistem Negara 

Kesatuan Republik Indonesia? 

2. METODE 

Dalam penulisan ini, penulis menggunakan metode penelitian hukum normatif. Penelitian hukum 

normatif merupakan penelitian hukum yang mengkaji secara doktriner suatu isu hukum untuk 

kemudian ditemukan preskripsi sebagai jawaban atas permasalahan (Diantha, 2017). Karakter 

penelitian hukum normatif adalah digunakannya asas, norma, serta konsep dan doktrin hukum dalam 

menyelesaikan masalah hokum (Diantha, Metodologi penelitian Hukum Normatif , 2017). 

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini meliputi pendekatan peraturan perundang-

undangan serta pendekatan konseptual. Pendekatan peraturan perundang-undangan berupaya 

melakukan inventarisasi atas peraturan yang relevan dengan isu hokum (Soekanto, 2006). Pendekatan 

konseptual mengaitkan berdasarkan kebenaran koherensi suatu konsep hukum untuk mencerahkan 

jawaban terkait isu hukum yang dihadapi (soerjono, 2006). 

Bahan hukum dalam penelitian ini dilakukan dengan pendekatan yaitu dalam pengumpulan 

bahan hukum primer menggunakan pendekatan perundang-undangan (statute aproach), dan 

pendekatan konseptual (conceptual approach). Dalam rangka pengumpulan bahan hukum primer, 

untuk memudahkan pembahasan permasalahan dilakukan secara teridentifikasi sdan sistematis 

(suteki, 2018). Sedangkan dalam pengumpulan bahan hukum sekunder menggunakan pendekatan 
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konseptual (conceptual approach) yang diperoleh dari kepustakaan terhadap buku-buku yang 

mengandung konsep hukum yang berkaitan otonomi desadan dikumpulkan tadi diolah guna 

mendapatkan bahan hukum yang siap untuk dianalisis. Adapun analisis terhadap bahan hukum 

tersebut dilakukan secara deduktif sesuai dengan pendekatan masalah dalam penelitian ini. Dengan 

cara analisa seperti ini, akan mampu memberikan konklusi terhadap permasalahan yang dibahas 

dalam penelitian ini.  

3. HASIL DAN PEMBAHASAN 

Otonomi Desa Di Pemerintahan Desa Dalam Sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia 

Desa berfungsi untuk mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan 

adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintah Negara Kesatuan Republik 

Indonesia. Widjaja memberikan penegasan bahwa Desa merupakan Self Community, yaitu komunitas 

yang mengatur dirinya sendiri (laurinda, 2015). Dengan pemahaman bahwa Desa memiliki 

kewenangan untuk mengurus dan mengatur kepentingan masyarakatnya sesuai dengan kondisi dan 

sosial budaya setempat, maka posisi Desa yang memiliki otonomi asli sangat strategis sehingga 

memerlukan perhatian yang seimbang terhadap penyelenggaraan Otonomi Daerah (Rahmatunnisa, 

2015). Karena dengan Otonomi Desa yang kuat akan mempengaruhi secara signifikan perwujudan 

Otonomi Daerah.  

Desa memiliki wewenang yang meliputi (Mulyani, 2021): (i) menyelenggarakan urusan 

pemerintahan yang sudah ada berdasarkan hak asal-usul desa, (ii) menyelenggarakan urusan 

pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten/kota yang diserahkan pengaturannya kepada 

desa, yakni urusan pemerintahan yang secara langsung dapat meningkatkan pelayanan masyarakat, 

(iii) tugas pembantuan dari pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota, (iv) 

urusan pemerintahan lainnya yang oleh peraturan perundang-undangan diserahkan kepada desa. 

Tujuan pembentukan desa adalah untuk meningkatkan kemampuan penyelenggaraan pemerintahan 

secara berdaya guna dan berhasil guna dan peningkatan pelayanan terhadap masyarakat sesuai 

dengan tingkat perkembangan dan kemajuan pembangunan. Dalam menciptakan pembangunan 

hingga di tingkat akar rumput, maka terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi untuk 

pembentukan desa yakni (Filya, 2018): Pertama, faktor penduduk, minimal 2500 jiwa atau 500 kepala 

keluarga, kedua, faktor luas yang terjangkau dalam pelayanan dan pembinaan masyarakat, ketiga, 

faktor letak yang memiliki jaringan perhubungan atau komunikasi antar dusun, keempat, faktor saran 

prasarana, tersedianya sarana perhubungan, pemasaran, sosial, produksi, dan sarana pemerintahan 

desa, kelima, faktor sosial budaya, adanya kerukunan hidup beragama dan kehidupan bermasyarakat 

dalam hubungan adat istiadat, keenam, faktor kehidupan masyarakat, yaitu tempat untuk keperluan 

mata pencaharian masyarakat. 

Konsep mengenai otonomi desa pernah dikemukakan oleh Widjaja bahwa otonomi desa 

merupakan otonomi asli, bulat, dan utuh serta bukan merupakan pemberian dari pemerintah 

(Martitah, 2021). Sebaliknya pemerintah berkewajiban menghormati otonomi asli yang dimiliki oleh 

desa tersebut. Sebagai kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak 

istimewa, desa dapat melakukan perbuatan hukum baik hukum publik maupun hukum perdata, 

memiliki kekayaan, harta benda serta dapat dituntut dan menuntut di muka pengadilan. Dalam 

sejarahnya, dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 yang kemudian disempurnakan 

dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah 

memberikan landasan kuat bagi desa dalam mewujudkan “Development Community” dimana desa tidak 

lagi sebagai level administrasi atau bawahan daerah tetapi sebaliknya sebagai “Independent Community” 

yaitu desa dan masyarakatnya berhak berbicara atas kepentingan masyarakat sendiri (Martitah, 

Pseudo-Kebijakan Otonomi Desa, 2021).  

Pemahaman mengenai otonomi desa dipertegas oleh Taliziduhu Ndraha yang menegaskan 

otonomi desa sebagai (Widianto, 2019): 
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a. Otonomi desa diklasifikasikan, diakui, dipenuhi, dipercaya dan dilindungi oleh pemerintah, 

sehingga ketergantungan masyarakat desa kepada “kemurahan hati” pemerintah dapat semakin 

berkurang. 

b. Posisi dan peran pemerintahan desa dipulihkan, dikembalikan seperti sediakala atau 

dikembangkan sehingga mampu mengantisipasi masa depan. 

Dalam perspektif hukum, lembaga adat yang sebelumnya merupakan mesi penggerak 

masyarakat di desa, tidak mempunyai tempat lagi dalam sistem Pemerintahan Desa yang dibentuk 

berdasarkan Undang-undang tersebut. Tradisi lama yang semula hidup ditengah-tengah masyarakat 

secara berangsur-angsur mulai ditinggalkan dan diganti dengan kebiasaan baru yang kadang-kadang 

diperkenalkan kepada masyarakat dengan cara paksa (husna, 2020).  

Keberhasilan pelaksanaan Otonomi Desa ditandai dengan semakin mampunya Pemerintah Desa 

memberikan pelayanan kepada masyarakat dan membawa kondisi masyarakat kearah kehidupan 

yang lebih baik. Dengan terselenggaranya Otonomi Desa, maka hal itu akan menjadi pilar penting 

Otonomi Daerah. Keberhasilan Otonomi Daerah sanga ditentukan oleh berhasil tidaknya Otonomi 

Desa.  

Pasal 18 UUD NRI 1945 menghendaki agar dalam pembentukan daerah besar dan kecil harus 

memperhatikan hak asal usul dalam daerah-daerah yang bersifat istimewa. Menurut UU Desa, dalam 

pemerintahan desa, Kepala Desa merupakan pemerintah desa atau yang disebut dengan nama lain 

yang dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa, demikian yang disebut 

dalam Pasal 1 angka 3 UU Desa. Jadi, kepala desa adalah penyelenggara pemerintahan desa.  Adapun 

tugas kepala desa disebut dalam Pasal 26 ayat (1) UU Desa yaitu menyelenggarakan pemerintahan 

desa, melaksanakan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan 

masyarakat desa. Badan Permusyawaratan Desa (BPD), yakni lembaga yang melaksanakan fungsi 

pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan 

wilayah dan ditetapkan secara demokratis. Adapun fungsi BPD yang berkaitan dengan kepala desa 

yaitu: (i) membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa, (ii) 

menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa, (iii) melakukan pengawasan kinerja Kepala 

Desa. Masih mengenai keterkaitan antara BPD dengan kepala desa, BPD juga memiliki hak untuk 

mengawasi penyelenggaraan pemerintahan desa. Hal ini terdapat dalam Pasal 61 huruf a UU Desa 

yang berbunyi: “Badan Permusyawaratan Desa berhak: 

a. mengawasi dan meminta keterangan tentang penyelenggaraan Pemerintahan Desa kepada 

Pemerintah Desa; 

b. menyatakan pendapat atas penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan 

Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa; dan 

c. mendapatkan biaya operasional pelaksanaan tugas dan fungsinya dari Anggaran 

Pendapatandan Belanja Desa”. 

Dilihat dari kedudukannya, memang kepala desa selaku pemerintah desa dan BPD memiliki 

kedudukan yang sama, yakni sama-sama merupakan kelembagaan desa yang sejajar dengan lembaga 

kemasyarakatan desa dan lembaga adat. Dalam UU ini pun tidak membagi atau memisah kedudukan 

keduanya pada suatu hierarki. BPD mempunyai fungsi penting dalam menyiapkan kebijakan 

pemerintahan desa bersama kepala desa. BPD harus mempunyai visi dan misi yang sama dengan 

kepala desa sehingga BPD tidak dapat menjatuhkan kepala desa yang dipilih secara demokratis oleh 

masyarakat desa. Untuk mempermudah memahami hubungan antara kepala desa dan BPD dapat di 

lihat pengaturannya antara lain sebagai berikut: (i) Kepala Desa dan BPD membahas dan menyepakati 

bersama peraturan desa (Pasal 1 angka 7 UUDesa), (ii) Kepala Desa dan BPD memprakarsai perubahan 

status desa menjadi kelurahan melalui musyawarah desa (Pasal 11 ayat (1) UU Desa), (iii) Kepala desa 

memberikan laporan penyelenggaraan pemerintahan secara tertulis kepada BPD (Pasal 27 huruf c UU 

Desa), (iv) BPD memberitahukan kepada Kepala Desa mengenai akan berakhirnya masa jabatan  Desa 

secara tertulis 6 (enam) bulan sebelum masa jabatannya berakhir (Pasal 32 ayat (1) UU Desa), (v) Kepala 

Desa mengajukan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan memusyawarahkannya 
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bersama BPD (Pasal 73 ayat (2) UU Desa), (vi) Kepala Desa dan BPD membahas bersama pengelolaan 

kekayaan milik desa (Pasal 77 ayat (3) UU Desa).  

 

Konstruksi Hukum otonomi desa di pemerintahan desa dalam Sistem Negara Kesatuan Republik 

Indonesia 

Desa berfungsi untuk mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan 

adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintah Negara Kesatuan Republik 

Indonesia. Widjaja memberikan penegasan bahwa Desa merupakan Self Community, yaitu komunitas 

yang mengatur dirinya sendiri (laurinda, pengembangan industri pengolahan kayu sebagai upaya 

pengembangan ekonomi lokal, 2015). Dengan pemahaman bahwa Desa memiliki kewenangan untuk 

mengurus dan mengatur kepentingan masyarakatnya sesuai dengan kondisi dan sosial budaya 

setempat, maka posisi Desa yang memiliki otonomi asli sangat strategis sehingga memerlukan 

perhatian yang seimbang terhadap penyelenggaraan Otonomi Daerah (rahmatunisa, 2015). Karena 

dengan Otonomi Desa yang kuat akan mempengaruhi secara signifikan perwujudan Otonomi Daerah.  

Desa memiliki wewenang yang meliputi (Mulyani, pengembangan kesadaran hukum masuarakat 

melalui desa sadar hukum desa lombok timur, 2021): (i) menyelenggarakan urusan pemerintahan yang 

sudah ada berdasarkan hak asal-usul desa, (ii) menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi 

kewenangan kabupaten/kota yang diserahkan pengaturannya kepada desa, yakni urusan 

pemerintahan yang secara langsung dapat meningkatkan pelayanan masyarakat, (iii) tugas 

pembantuan dari pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota, (iv) urusan 

pemerintahan lainnya yang oleh peraturan perundang-undangan diserahkan kepada desa. Tujuan 

pembentukan desa adalah untuk meningkatkan kemampuan penyelenggaraan pemerintahan secara 

berdaya guna dan berhasil guna dan peningkatan pelayanan terhadap masyarakat sesuai dengan 

tingkat perkembangan dan kemajuan pembangunan. Dalam menciptakan pembangunan hingga di 

tingkat akar rumput, maka terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi untuk pembentukan desa 

yakni (Filya, Optimalisasi pengelolaan Bumdes, 2018): Pertama, faktor penduduk, minimal 2500 jiwa 

atau 500 kepala keluarga, kedua, faktor luas yang terjangkau dalam pelayanan dan pembinaan 

masyarakat, ketiga, faktor letak yang memiliki jaringan perhubungan atau komunikasi antar dusun, 

keempat, faktor saran prasarana, tersedianya sarana perhubungan, pemasaran, sosial, produksi, dan 

sarana pemerintahan desa, kelima, faktor sosial budaya, adanya kerukunan hidup beragama dan 

kehidupan bermasyarakat dalam hubungan adat istiadat, keenam, faktor kehidupan masyarakat, yaitu 

tempat untuk keperluan mata pencaharian masyarakat. 

Otonomi luas, nyata dan bertanggungjawab lahirnya reformasi kebijakan desentralisasi pertama 

kali melalui Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-

Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, 

yang kemudian dilanjutkan dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan 

Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara 

Pemerintah Pusat dan Daerah dimaksudkan agar daerah mampu mengatur dan mengurus 

kepentingan masyarakat menurut prakarsanya sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dan sesuai 

dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia 

(nurbaringsih, 2019). 

Landasan pemikiran yang perlu dikembangkan saat ini adalah keanekaragaman, partisipasi, 

otonomi asli, demokrasi, dan pemberdayaan masyarakat. Pemahaman mengenai otonomi desa 

dipertegas oleh Taliziduhu Ndraha yang menegaskan otonomi desa sebagai (Widianto, Otonomi desa 

dan efektifitas dana desa , 2019): 

a. Otonomi desa diklasifikasikan, diakui, dipenuhi, dipercaya dan dilindungi oleh pemerintah, 

sehingga ketergantungan masyarakat desa kepada “kemurahan hati” pemerintah dapat semakin 

berkurang. 

b. Posisi dan peran pemerintahan desa dipulihkan, dikembalikan seperti sediakala atau 

dikembangkan sehingga mampu mengantisipasi masa depan. 
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Pasal 18 UUD NRI 1945 menghendaki agar dalam pembentukan daerah besar dan kecil harus 

memperhatikan hak asal usul dalam daerah-daerah yang bersifat istimewa. Menurut UU Desa, dalam 

pemerintahan desa, Kepala Desa merupakan pemerintah desa atau yang disebut dengan nama lain 

yang dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa, demikian yang disebut 

dalam Pasal 1 angka 3 UU Desa. Jadi, kepala desa adalah penyelenggara pemerintahan desa.  Adapun 

tugas kepala desa disebut dalam Pasal 26 ayat (1) UU Desa yaitu menyelenggarakan pemerintahan 

desa, melaksanakan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan 

masyarakat desa. Badan Permusyawaratan Desa (BPD), yakni lembaga yang melaksanakan fungsi 

pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan 

wilayah dan ditetapkan secara demokratis. Adapun fungsi BPD yang berkaitan dengan kepala desa 

yaitu: (i) membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa, (ii) 

menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa, (iii) melakukan pengawasan kinerja Kepala 

Desa. Masih mengenai keterkaitan antara BPD dengan kepala desa, BPD juga memiliki hak untuk 

mengawasi penyelenggaraan pemerintahan desa. Hal ini terdapat dalam Pasal 61 huruf a UU Desa 

yang berbunyi: “Badan Permusyawaratan Desa berhak: 

a. mengawasi dan meminta keterangan tentang penyelenggaraan Pemerintahan Desa kepada 

Pemerintah Desa; 

b. menyatakan pendapat atas penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan 

Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa; dan 

c. mendapatkan biaya operasional pelaksanaan tugas dan fungsinya dari Anggaran Pendapatandan 

Belanja Desa”. 

Dilihat dari kedudukannya, memang kepala desa selaku pemerintah desa dan BPD memiliki 

kedudukan yang sama, yakni sama-sama merupakan kelembagaan desa yang sejajar dengan lembaga 

kemasyarakatan desa dan lembaga adat. Kepala desa/desa adat atau yang disebut dengan nama lain 

mempunyai peran penting dalam kedudukannya sebagai kepanjangan tangan negara yang dekat 

dengan masyarakat dan sebagai pemimpin masyarakat. Sedangkan BPD mempunyai fungsi penting 

dalam menyiapkan kebijakan pemerintahan desa bersama kepala desa. BPD harus mempunyai visi 

dan misi yang sama dengan kepala desa sehingga BPD tidak dapat menjatuhkan kepala desa yang 

dipilih secara demokratis oleh masyarakat desa. Untuk mempermudah memahami hubungan antara 

kepala desa dan BPD dapat di lihat pengaturannya antara lain sebagai berikut: (i) Kepala Desa dan 

BPD membahas dan menyepakati bersama peraturan desa (Pasal 1 angka 7 UUDesa), (ii) Kepala Desa 

dan BPD memprakarsai perubahan status desa menjadi kelurahan melalui musyawarah desa (Pasal 11 

ayat (1) UU Desa), (iii) Kepala desa memberikan laporan penyelenggaraan pemerintahan secara tertulis 

kepada BPD (Pasal 27 huruf c UU Desa), (iv) BPD memberitahukan kepada Kepala Desa mengenai 

akan berakhirnya masa jabatan  Desa secara tertulis 6 (enam) bulan sebelum masa jabatannya berakhir 

(Pasal 32 ayat (1) UU Desa), (v) Kepala Desa mengajukan Rancangan Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Desa dan memusyawarahkannya bersama BPD (Pasal 73 ayat (2) UU Desa), (vi) Kepala Desa 

dan BPD membahas bersama pengelolaan kekayaan milik desa (Pasal 77 ayat (3) UU Desa). Konsepsi 

teoritis desa menurut para sarjana menyatakan bahwa desa adalah satuan terkecil dari struktur 

pemerintahan. Karena itu, undang-undang yang menyangkut desa dibuat oleh pemerintahan dengan 

memperhatikan konsepsi teoritis, sehingga konsepsi legal tentang desa bisa memberikan otonomi 

sejalan dengan undang-undang otonomi daerah yang dibuat sejak masa reformasi dengan 

kewenangan dan kemandirian yang lebih besar untuk mencapai masyarakat makmur dan sejahtera di 

pedesaan. 

Sebagai kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak istimewa, 

desa dapat melakukan perbuatan hukum baik hukum publik, maupun hokum perdata, memiliki 

kekayaan, harta benda serta dapat dituntut dan menuntut dimuka pengadilan. Dalam bentuk aslinya, 

otonomi desa yaitu hak untuk mengatur rumah tangga sendiri berdasarkan hukum adat dan ditandai 

dengan cirri-ciri sebagai berikut (iskandar, 2020): 
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1. Pemerintah desa terdiri atas kepala desa dibantu oleh pamong desa. Kepala desa dipilih oleh 

masyarakat desa. 

2. Yang memegang kekuasaan tertinggi didesa adalah rapat desa. 

3. Gotong royong sebagai wujud otonomi desa. 

Pemerintah Desa juga berwenang untuk mendirikan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang 

dikelola dengan semangat kekeluargaan dan gotong-royong. BUMDes itu bisa bergerak di bidang 

ekonomi, pedagangan, pelayanan jasa maupun pelayanan umum lainnya sesuai ketentuan umum 

peraturan perundang-undangan (yuliana, 2020). Menyadari sangat pentingnya transparasi, UU Desa 

mengharuskan dikembangkannya sistem informasi desa yang bisa diakses oleh masyarakat desa dan 

semua pemangku kepentingan. Kebersamaan dan kohesivitas akan lebih mudah direalisasikan jika 

ditegakkan dengan transparansi.  

Konstruksi hukum atas otonomi desa dapat dilakukan dengan menekankan bahwa otonomi desa 

harus dimaknai sebagai “kemandirian desa” dan bukan sebagai kemerdekaan desa. Hal ini penting 

supaya desa juga mendasarkan pada aturan-aturan di atasnya. Lebih lanjut, otonomi desa dapat 

diperkuat dengan orientasi yang meliputi: (i) kebebasan atas konten/isi perdes yang memfasilitasi hak 

asas-usul atau kekhasan masing-masing desa, (ii) kebebasan menggunakan atribut atau nama 

perangkat desa sesuai kekhasan masing-masing desa, (iii) pelibatan partisipasi masyarakat secara 

masif sesuai kapasitasnya dalam merumuskan kebijakan desa, (iv) pengelolaan keuangan desa yang 

akuntabel, partisipatif, serta sesuai kebutuhan masyarakat, serta (v) orientasi pengelolaan BUMDes 

sesuai kearifan lokal dan kebutuhan masyarakat. 

Konstruksi hukum atas otonomi desa dapat dilakukan dengan beberapa langkah hukum, seperti: 

(i) amandemen UUD NRI 1945 dengan menyertakan istilah otonomi desa dalam konstitusi, (ii) 

memasukkan otonomi desa dalam revisi UU Desa, serta melakukan harmonisasi serta konstruksi 

hukum otonomi desa secara mutatis mutandis dengan konsep otonomi daerah. 

4. KESIMPULAN 

Otonomi desa dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan “otonomi asli” yang wajib 

diberikan oleh negara kepada desa. Layaknya otonomi daerah, otonomi desa harus dimaksudkan 

untuk menyejahterakan masyarakat desa sekaligus sebagai orientasi atas amanat reformasi. Otonomi 

desa juga memiliki makna kemandirian desa untuk mengatur dan mengelola desa sendiri sesuai 

dengan amanat Negara Kesatuan Republik Indonesia. 

Konstruksi hukum otonomi desa dapat dilakukan memaknai otonomi desa sebagai “kemandirian 

desa” dan bukan sebagai kemerdekaan desa. Hal ini penting supaya desa juga mendasarkan pada 

aturan-aturan di atasnya. Lebih lanjut, otonomi desa dapat diperkuat dengan orientasi yang meliputi: 

(i) kebebasan atas konten/isi perdes yang memfasilitasi hak asas-usul atau kekhasan masing-masing 

desa, (ii) kebebasan menggunakan atribut atau nama perangkat desa sesuai kekhasan masing-masing 

desa, (iii) pelibatan partisipasi masyarakat secara masif sesuai kapasitasnya dalam merumuskan 

kebijakan desa, (iv) pengelolaan keuangan desa yang akuntabel, partisipatif, serta sesuai kebutuhan 

masyarakat, serta (v) orientasi pengelolaan BUMDes sesuai kearifan lokal dan kebutuhan masyarakat. 

Konstruksi hukum atas otonomi desa dapat dilakukan dengan beberapa langkah hukum, seperti: (i) 

amandemen UUD NRI 1945 dengan menyertakan istilah otonomi desa dalam konstitusi, (ii) 

memasukkan otonomi desa dalam revisi UU Desa, serta melakukan harmonisasi serta konstruksi 

hukum otonomi desa secara mutatis mutandis dengan konsep otonomi daerah. 
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